SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 539/Kep.2708-BKAD/2023

TENTANG
PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN
BANTEN, Tbk CABANG TAMANSARI SEBAGAI TEMPAT MENYIMPAN UANG
DAERAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menunjuk PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,
Tbk Cabang Tamansari sebagai tempat penyimpanan
uang daerah Kota Bandung berdasarkan keputusan
Wali Kota Bandung Nomor 900/Kep.1566.BPKA /2018
tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari Sebagai
Tempat Menyimpan Uang Daerah Kota Bandung,
namun dalam perkembangannya sesuai hasil rapat
evaluasi yang dilaksanakan antara Bendahara Umum
Daerah dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten,Tbk Cabang Tamansari akan dilakukan
perpanjangan melalui Perjanjian baru dengan terlebih
dahulu melakukan Penunjukan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Cabang Tamansari sebagai tempat menyimpan Uang

Daerah Kota Bandung;



Mengingat

b. bahwa berdasarkan surat pimpinan PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Cabang Tamansari Nomor 705/TAM-KOM /2023 perihal
penyampaian tingkat kesehatan bank bjb tanggal 25
Oktober 2023 dan sesuai dengan risalah Rapat Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) Nomor: RR-3/KR.02/2023
tingkat kesehatan bank bjb posisi 30 juni 2023 berada
pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) yaitu Kondisi Bank
secara umum sehat, sehingga dinilai mampu
menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari
perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Cabang Tamansari sebagai Tempat Menyimpan Uang
Daerah Kota Bandung;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.05/2017
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja
Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

MEMUTUSKAN:

Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagai Tempat
Menyimpan Uang Daerah Kota Bandung.

Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU ditindaklanjuti dengan
perjanjian kerja sama antara Bendahara Umum Daerah
Kota Bandung dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten,Tbk Cabang Taman Sari.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA meliputi:

a. jenis pelayanan yang diterima;

b. mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;

c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;

d. penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;

pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;



f. sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan
perjanjian;

g. kewajiban menyampaikan laporan; dan
h. tata cara penyelesaian perselisihan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 900/Kep.1566-
BPKA/2018 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk Cabang Tamansari
sebagai Tempat Menyimpan Uang Daerah Kota Bandung,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 4 Desember 2023

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

/o Pembina
4 ND ‘fi\./’9760604 200604 1 002



